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ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan keadaan tidak terduga yang
terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, ditetapkan sebagai
bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor
12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19.
Adapun dampaknya yang terjadi yaitu keterlambatan pelunasan biaya
sewa menyewa yang dilakukan oleh Penyewa Abbel Tenda Wedding
organizer dikarenakan mereka yang terdampak perekonomiannya
akibat adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik keterlambatan
pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi
Covid-19 pada Abbel Tenda Wedding organizer dan bagaimana
tinjauan Hukum Islam terhadap praktik keterlambatan pembayaran
pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi Covid-19 pada
Abbel Tenda Wedding organizer. Adapun penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui keterlambatan pembayaran pelunasan sewa
menyewa tenda, karena alasan pandemi Covid-19 dan untuk
mengetahui  tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan
pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda karena alasan pandemi
Covid-19

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field _reseairch)
yang bersifat kualitatif denganpmemakai metode berpikir deduktif.
Data), primer »dalam. penglitian | iniy 'didapat langsung dari hasil
wawaneara dengan para pihak yang bersangkutan, sedangkan data
sekunder dipereleh dari- kepustakaan. Untuk sampel®pada penelitian

ini sejumlah 6 or ewa,Abbel-Ten ing Organizer dan 2
orang pemili nda ganizer. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan

dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui
pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan ketentuan dari konsep musyaqgah dalam arti
kesukaran, sebagai mana terdapat dalam kaidah figh yang berbunyi
“Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan
(almusyaggah Tajlibul Taisir)”, seperti halnya ketentuan dari
kaitannya atas judul penelitian ini, di mana penulis menganalisa
bahwa terjadinya pandemi Covid-19 tersebut termasuk dalam keadaan
darurat atau keadaan memaksa yang tidak bisa terduga sebelumnya,
yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran pelunasan biaya sewa
menyewa oleh penyewa akibat perekonomian yang terdampak dengan
adanya pandemi Covid-19, maka hal tersebut diperbolehhkan menurut
Hukum Islam, dengan ketentuan dari suatu keadaan darurat



sebagaimana keadaan atau kondisi di masa Pandemi Covid-19, adapun
bentuk keringanan dan kebijakan yang diberikan pihak pemilik Abbel
Tenda Wedding organizer kepada pihak penyewa diperbolehkan
menurut hukum islam, karena telah sesuai Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) pasal 40 dan 41 mengenai keadaan
memaksa atau keadaan darurat dalam perjanjian sewa menyewa.
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya.

(Q.S al-Ma’idah[5]:1)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memperoleh mendapatkan informasi serta gambaran
yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya
uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah
yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang
lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul: “Tinjauan Hukum

Islam Tentang Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa

Menyewa Tenda dengan Alasan Pandemi Covid-19” (Studi Pada

Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame). Adapun istilah yang

akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjaun Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum
kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung
sumber Al-Qur’an dan sunnah baik ketetapan langsung
maupun tidak langsung.*

2. "Keterlambatan pembayaran dalam sewa menyewa tefida karena
alasan.pandemi covid-19 adalah, tidak terlaksan sepenuhnya
apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sewa menyewa
tenda dikarenakan terjadinya pandemi eevid=19, yaitu salah
satu pihak yang telah melakukan perjanjian belum menunaikan
perjanjian sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh adanya
pandemi covid-19.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik pengertian
bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meninjau
dari Hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang
Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda
dengan Alasan Pandemi Covid-19 (Studi di Abbel Tenda Wedding
Organizer Sukarame).

! Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta : Kreasi Total Media,
2016), 11.
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B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-
hari selalu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Sehingga dari hal tersebut menimbulkan
adanya saling keterlibatan satu sama lain yang terbentuk dalam
suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Hampir semua
kebutuhan manusia pasti melibatkan manusia lainnya seperti jual
beli, tukar menukar, sewa menyewa, hingga pinjam meminjam,
atau yang biasa disebut muamalah. Salah satu dari bentuk
kegiatan manusia yang membutuhkan orang lain dalam hal
muamalah adalah sewa menyewa (ijarah). Bentuk dari sewa
menyewa ada beberapa macam, diantaranya sewa menyewa
rumah, kendaraan, barang, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk
sewa menyewa yang diterapkan saat ini yaitu sewa menyewa
tenda yang biasa digunakan untuk acara-acara tertentu seperti
pesta pernikahan, ulang tahun, acara khitanan, bazar, dan lain
sebagainya yang mengumpulkan banyak orang. Namun saat ini
berkumpul sehingga menimbulkan kerumunan dilarang oleh
pemerintah dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Covid-19 munculapdi Indongsia pada’awal bulag®Maret
2020, Sejak-awal kemunculannyd, grafik orang yang terinfeksi
Cowid*19 bahkan,meninggal dunia terus mengalami peniagkatan.
Pemerintah™denesia fantas menetapkan-Covid-#9*Sebagai jenis
penyakit yang i an»kedarura tan masyarakat.
Oleh karena mengharm}an Covid-19,
Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi
Covid-19 sebagai bencana nasional, pemerintah juga mengimbau
masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing
serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan Pemerintah ini diikuti
dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
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Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Terakhir melalui Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana
Nasional.?

Adanya Pandemi Covid-19 membuat usaha sewa
menyewa menjadi berdampak, laju pertumbuhan kasus Covid-19
membawa banyak sekali dampak terhadap kehidupan masyarakat
tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga menimbulkan
economic shock yang mempengaruhi perekonomian secara
perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro kecil, menengah
maupun besar dikarenakan adanya peraturan pencegahan
penyebaran Covid-19 yaitu dengan diterapkanya perberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Pasal 1
Peraturan Pemerintah. Nomor 21 Tahun 2020 yang dimaksud
dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat
dengan PSBB). adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam.suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Pandemi Covid-19 merupakan peristiva yang tidak
terduga atau tidak /diprediksi - sebelumnya keadaan /tersebut
tidak terduga akan terjadi atau tidake dapat_gdiprediksi
sebelumnya—oleh —para pihak baik-penyewa=maupun pemilik
Abbel Ten ing organizer, .Situasi, pandemi Covid-19
dikatakan sebagai an.darur u keadaan memaksa yang
ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang terjadi dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya. Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan mengenai keadaan darurat,
yaitu dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang
untuk melaksanakan prestasinya dengan syarat peristiwa yang
menyebabkan terjadinya keadaan darurat tersebut tidak terduga
oleh para pihak, dan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.

2 peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Diakses melalui https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-
21-tahun-2020 (04 November 2021 Pukul 20:59 WIB).
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Sebagaimana sewa menyewa yang terjadi pada Abbel
Tenda Wedding Organizer yang mengalami keterlambatan
pelunasan karena beberapa penyewa terlambat melakukan sisa
pembayaran dari transaksi penyewaan perlengkapan pesta
dikarenakan perekonimian mereka sangat terdampak dengan
adanya pandemi covid-19, diantara mereka mengalami
keterpurukan perekonomian, terputusnya sumber penghasilan
utama, melunasi hutang dan cicilan , kehilangan mata
pencaharian utama, pemutusan hubungan kerja dari perusahaan
yang mengurangi jumlah karyawan dengan alasan pandemi
covid-19 yang berdampak pada menurunnya perekonomian,
padahal dalam perjanjian sebelumnya telah disepakati bahwa
pembayaran harus lunas tepat waktu yaitu saat setelah penyewaan
semua perlengkapan dikembalikan. Namun sisa pembayaran itu
tidak kunjung dilunasi.® Dalam suatu transaksi harus terlaksana
agar salah satu dari pihak tidak merasa dirugikan dan kesepakatan
dalam perjanjian. merupakan suatu undang-undang bagi yang
membuatnya. Namun karena adanya pandemi covid-19 saat ini,
terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian latar deelakang diatas penyusun
tertarik untuk melakukan, penelitian \yang berjudul “Tinjauan
Hukum,_IslamTentang Keterlambatan Pembayaran Pelumasan
Sewa Menyewa-Tenda dengan Alasan Pandemi-€evid-19” (Studi

Pada Abbel TWOrganiw.

Indentifikasi dan Batasan Masalah
1. Indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

Dalam perjanjian Abbel Tenda wedding organizer
dengan penyewa sebagai penyewa telah disepakati pelunasan
biaya sewa harus lunas tepat setelah penyewaan perlengkapan
dikembalikan. Namun dalam hal ini penyewa tidak langsung
membayar sisa pelunasan karena dikarenakan mereka
beralasan terdampak adanya pandemi covid-19.

2. Batasan Masalah

3 Abbel Lita Ayu, (Wawancara dengan pemilik Abbel Tenda Wedding

Organizer) di Abbel Tenda Wedding Organizer Sukarame, Bandar Lampung, 2 juni

2021
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Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas,
penulis hanya membahas mengenai Keterlambatan pelunasan
biaya sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda wedding
organizer dengan alasan covid-19.

D. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih
dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini
difokuskan pada bagaimana praktik keterlambatan pelunasan
biaya sewa menyewa tenda pada Abbel Tenda wedding organizer
dengan alasan covid-19.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu
dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas selanjutnya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah praktik keterlambatan pembayaran pelunasan
sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi covid-19 pada
Abbel Tenda wedding organizer? !

-2, Bagaimanakah  tinjauan; |Hukum Islam terhadap / praktik
keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyéwa tenda
dengaratasan pandemi covid-19_pada Abbel™Tenda wedding

organize“ ’

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui keterlambatan pembayaran pelunasan
sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi covid-19 pada
Abbel Tenda wedding organizer
2. Utuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai
keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda
dengan alasan pandemi covid-19 pada Abbel Tenda wedding
organizer.
G. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman
kepada pembaca dan masyarakat tentang ilmu pengetahuan
khususnya tentang tinjauan hukum islam mengenai
keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyewa tenda
dengan alasan pandemi covid-19 pada Abbel Tenda wedding
organizer

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat tugas akhir
guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Setelah melakukan beberapa penelitian, ada beberepa sumber
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian
Ahmad Farisyi Lerindranata yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam_Tentang Overmacht dan Akibat Hukum.Terhadap
Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Resepsi
Pernikahan « Akibat €ovid-19”.qBerdasarkan hasil/fdalam
penelitian ini, akibat'hukum dari Quermacht yang disebabkan
oleh _terjadinya pandemi covid-19 pada Wedding O«ganizer
Amin Saten-Desa_Adiluwih Kecamatan Adituwih Kabupaten
Pringsewu ibatkan Weddi izer Amin Salon
Desa Adiluwih tan Adi abupaten Pringsewu
tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas
pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang
mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya
pelaksanaan prestasi. Overmacht yang bersifat sementara
tidak menghapuskan perjanjian, tetapi hanya menunda
pemenuhan prestasi. Tinjauan hukum Islam tentang
overmacht karena adanya covid-19 diperbolenkan karena
proses fasakh atau pembatalan tersebut lebih banyak
kemaslahatan. adanya uzur sebagai berakhirnya sewa
menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang
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membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana
mestinya.*

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Ahmad
Farisyi Lerindranata berfokus pada Overmacht dan Akibat
Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa
Perlengkapan Akibat Covid-19. Sedangkan penulis berfokus
pada keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyeewa
tenda pada Abbel Tenda wedding organizer karena alasan
adanya pandemi covid-19.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil di temukan adalah
penelitian Nita Enggal Maynanda yang berjudul “Akibat
Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost di Desa Banjaran
Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur”
Berdasarkan hasil  dalam penelitian ini, pelaksanaan
sewamenyewa kamar kost di. Desa Banjarrejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur  sistem
pelaksanaannya adalah secara lisan _dimana pihak pemilik
menyerahkan kamar kepada pihak yang menyewa setelah
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berupa
ketetapan harga sewa yanggharus dibayar oleh®penyewa.
Akibat hukum /dalam akad' sewa kamar kos di Desa
Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupateng Lampung
Timur-adalah -tidak terpenuhinya obyek®perjanjian yang
disewa ilik kamar-kos i pemilik kamar kost
wajib Mawab atm%g telah dijanjikan
di awal akad.® Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian
Nita Enggal Maynanda berfokus pada Akibat Hukum Dalam
Sewa Menyewa Kamar Kost Sedangkan penulis berfokus
pada keterlambatan pembayaran pelunasan sewa menyeewa
tenda pada Abbel Tenda wedding organizer karena alasan
adanya pandemi covid-19.

4 Ahmad Farisyi Lerindranata Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Perlengkapan Akibat
Covid-19, (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung,2020)

® Nita Enggal Maynanda Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kost di
Desa Banjaran Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur, (Institut Agama
Islam Negeri Metro,2019)



I.  Metode Penelitian
Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan
agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal
sebagaimana yang diharapkan, maka perlu seorang peneliti
menggunakan suatu metode dalam melaksakan penelitian. Penulis
menggunakan metode penelitian.
1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research) vyaitu penelitian yang objeknya mengenai
gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada
kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa
disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan
pendekatan deskriptif-kualitatif.® Jenis penelitian ini
digunakan untuk mengetahui keterlambatan pembayaran
pelunasan sewa menyewa tenda dengan alasan pandemi
covid-19 pada Abbel Tenda wedding organizer:

b. Sifat Penelitian ‘
Penelitian ini bersifat Deskriftif analisis, yaitu pefélitian
yang bertujuan/untuk mendeskripsikan dan menganalisis
data yang ada untuk menarik kesimpulan dan’ status
hifkem-dari pokok masalah.’

2. Sumber D
a. Data primer ‘

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
responden atau obyek yang diteliti atau ada
hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam
penelitian ini data primer diperbolehkan secara langsung
berupa wawancara secara langsung dengan pemilik dan
penyewa Abbel Tenda wedding organizer yaitu dengan
memberikan penjelasan berupa hasil wawancara,

® Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cetakan Ke-21 (Bandung : Alfabeta
Cv,2015), 85.
"Ibid., 89.
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observasi dan memberikan dokumen yang berkaitan
dengan penelitian ini.?
b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang
menjelaskan sumber data primer vyaitu seperti hasil
penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema
pembahasan atau hasil dari karya ilmiah, Data sekunder
diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian
- - 9

ini.
3. Populasi dan sample
a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu ~yang ditetapkan oleh penelitian
untuk - dipelajari-. kemudian ditarik kesimpulan .*°
Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia,
benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya
yang menjadi gbjek_penelitian. Adapun popul@si dalam
penelitian_inif adalah pemilik dan penyewa pada Abbel
Tenda, Wedding organizer yang terkena damjpak masa
pandemi covid-19 yang berjumlah—8@=0orang penyewa

yan akan jasa A wedding organizer
danmi Abbelm organizer.
b. Sampel
Sampel menurut Suharsimi  Arikunto adalah
sebagian atau populasi yang mewakili untuk diteliti.**
Adapun metode yang dipakai oleh peneliti dalam
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive

sampling. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-

zSOerjono Soekarto, Pengantar llmu Ekonomi (Jakarta: Ul Press,2008), 12.
Ibid., 15.
10 sygiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke 20
(Bandung: Alfabeta, 2014), 80.
1 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 188.
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sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, adapun

kriteria-Kkriteria tersebut diantaranya:

1) Penyewa jasa Abbel tenda wedding organizer masa
pandemi covid-19 yang terdampak adanya pandemi
sejak tahun 2020 sampai tahun 2021.

2) Penyewa jasa Abbel tenda wedding organizer yang
yang melakukan keterlambatan pelunasan
pembayaran sewa.

Dalam penelitian ini sampel yang memenuhi
kriteria yang telah ditentukan yaitu berjumlah 8 orang
yang terdiri dari 2 orang pemilik serta 6 pengguna jasa
Abbel Tenda wedding organizer.

4. Metode Pengumpulan Data
Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu
yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan
secara akurat, relevan, dan kemprehensinsif bagi persoalan
yang. teliti.** Metode Pengumpulan data dalam penélitian ini
adalah sebagai berikut:
a’\ Observasi
Observasi adalah| Suatu; cara untuk mengumpulkan
data penelitian dengan pengamatan.« Penelitigterlibat
dengan—kegiatan_sehari-hari orang yang=sedang diamati

atau, . igunakan sebagai data penelitian.
Tetapi%arus dimmis, hanya hal-
hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang
dibutuhkan saja. Dalam penelitian ini penulis mengamati
langsung bagaimana sewa menyewa tenda pada Abbel
Tenda wedding organizer Sukarame.
b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil
bertatap muka antara si penanya atau wawancar dengan si
penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat

12 bid. 183.
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yang dinamakan interview guide (paduan wawancara).*®
Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi
secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan
wawancara kepada  pemilik Abbel Tenda wedding
organizer dan penyewa.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal
atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, agenda, bukti pembayaran, dan lain sebagainya.™
Metode ini digunakan untuk memperoleh atau
pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun
langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk
mendapatkan bukti real terkait kejadian di lapangan
sebagai bahan pembuatan laporan.
5. Analisis Data
Analisis"data-adalah” proses_mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil‘wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun
pola, memilih mana yang_gpenting /dan harus Adipelajari,
membuat kesimpulanisehinggasmudah dipahami digi sendiri
maupunterang lain.” Metode analisa yang digunakan dalam
penélitian ini -disesuaikan dengan kajian=penelitian, yaitu
pembagi ngan dalam kalah ditinjau dari
Hukummg akanMggunakan metode
deskriptif kualitatif. Dilakukan melalui penurunan dan
penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum
subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan
menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian
diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

1% Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

14 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,
(Jakarta: Rineka Cipta. 1991), 115

%5 Ibid., 235.
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J. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi
dalam beberapa bab, Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub
bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-
masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, Fokus dan sub-fokus Penelitian, Rumusan
masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian
terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika
Pembahasan.

Bab Il : Landasan Teori, terdiri dari teori-teori yang
digunakan. Fungsi Bab Il adalah memaparkan aspek-aspek teoritis
tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai
pemaparan yang: lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian
dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

Bab Il : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang
gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab' Il sadal@h
sebagar gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian”yang
dipereleh. Pendeskripsian-yang“dilakukan“menyangkut data hasil
penelitianmeseperti “gambaran lokasi penelitian__dan®data-data
mengenai respon

Bab IV : Ana||’ Data, be‘tentang analisis peneliti

terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab Il dan
merujuk teori pada Bab IlI. Analisis data tersebut membahas
mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang
dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari
permasalahan yang diteliti.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan
pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya
merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Sewa-menyewa (ljarah)

1.

Pengertian Akad Sewa-menyewa (ljarah)

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam
mengenai sebuah akad sewa menyewa maka yang paling
utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi
mengenai akad itu sendiri, karena sewa menyewa atau ijarah
adalah merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah.
Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan
dengan perjanjian, yaitu al aqdu (akad) dan al ahdu (janji).
Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya
pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi
seutas tali yang satu.*

Proses perikatan yang telah disebutkan di atas tidak
terlalu ‘berbeda dengan proses perikatan yang diutarakan oleh
Subekti, subekti memberi pengertian perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antaragdua orang atau déa pihak
berdasarkan mana pihak yang‘satu berhak menuntut sesuatu
hal dari“pihak yang lain, dan pihak yang lain befkewajiban
untuk==memenuhi tuntutan itu.” Sedamgkan pengertian
perjanji t Subekti®a peristiwa dimana
seorangmada seomatau dua orang saling
berjanji terhadap suatu hal.'” Untuk terpenuhinya sebuah
akad, maka dalam sebuah perikatan haruslah memenubhi
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Al-agdu (perjanjian), yaitu sebuah pernyataan dari
seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan

44-45.

'8 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

17 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT

Pradnya Paramita, 2001), 37.

13
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orang lain. Janji ini mengikat bagi orang yang menyatakan
untuk melaksanakan janjinya tersebut.'®

b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi
terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Dan
persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak
pertama.

. Apabila kedua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para
pihak maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai aqdu.
Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi;

E s 7 'EG Lg20 o R_E, _ '1,-0 ,WE/
hags oS T 5980l 1851 Tlls 2l

%22 /E

rf}-ub:’;a-"&ﬂé«bu‘: NP

() 1 sl 3ym) Oy Sl K2 ol

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-
agad itu.Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang
akan dibacakan kepadamu.glyangidemikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburusketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya,Allah menetapkan hukum-hukum mepufut’yang
dikehendaki-Nya (Q:S. Al-Maidah[5]:L).

Dalam ayat |Mllah meﬂntahkan agar orang yang

beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan
secara umum. Dan tidak memumjukan akad tertentu. Artinya
secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, lalu
setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut.
Termasuk jual beli sewa menyewa dan nikah. Dan segala
yang termasuk kedaalam kategori akad jika terdapat
perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan
berlakunya suatu nadzar. Ayat diatas dapat dijadikan suatu
dalil karena keumumnya tersebut menunjukan kebolehan

18 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
44-45,
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segala bentuk akad, termasuk akad pinjammeminjam
(kafalah), sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya. Menurut
Musthafa Ahmad Al-Zarqa™ menawarkan sejumlah hal yang
dipandang sebagai rukun oleh fugaha jumhur terhadap sebuah
akad. Al Zarqa’ menyebut rukun tersebut dengan mugawimat
akad (unsur penegak akad) yang terdiri dari:
1) Al Aqidain
Para pihak yang melakukan akad disebut dengan
Agidain. Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu
manusia, dan badan hukum. Manusia yang dapat dibebani
hukum ialah bagi mereka yang sudah mukallaf atau orang
yang dianggap sudah mampu bertindak hukum, baik yang
berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan
sosial.
2) Mahallul agad (obyek akad)
lalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan
dikenakan kepadanya = akibat. hukum  yang
ditimbulkan. Bentuk obyek akad tersebut dapat
berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah,
maupun benpda tidak doerwujud seperti manfaat dari
sesuatu. Dan'semua ohyek tersebut.dapat dipenarkan
oleh syari’at. 4
SY=Maudhiiul Aqad (tujuan akad)
enurut ulama’ ujuan akad dapat
%abila seﬁketentuan syari“ah
tersebut. Apabila para pihak melakukan perikatan
dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak
memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum
islam dengan diketahui pihak yang lainnya, maka
pernikahan itupun haram hukumnya.
4) Sighat Agad (ijab dan gabul)
ljab dan gabul ialah ungkapan para pihak
yang melakukan akad. ljab adalah suatu pernyataan
atau janji atau penawaran dari pihak pertama untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul
adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua
atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.
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Ulama figh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan
ijab dan gabul agar memiliki akibat hukum, atau
Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenui
persyaratan kecakapan bertindak hukum (mukallaf).*

2. Pengertian Sewa menyewa (ljarah)

Sewa menyewa dalam bahasa arab di istilahkan
dengan “Al ljarah” bersal dari kata “al-Ajru” menurut bahasa
artinya adalah “A4l-Iwadh”. Dalam bahasa indonsia di artikan
sebagai ganti dan upah.”® Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu
dengan membayar uang.”* Sedangkan menurut istilah, sewa
(al ljarah) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat
dengan jalan penggantian.?

Dengan demikian, menyewakaan dua jenis mata uang
(emas dan perak), makanan untuk di makan, barang yang
ditakar lalu di.timbang tidaklah sah, karena jenis-jenis barang
ini tidak dapat di manfaatkan, kecuali‘dengan mengggunakan
barang itu sendiri. Begitu juga dengan menyewa sapi, domba
atau onta untuk diambil susuya atau anaknya (jika béfanak),
tidaklah sah. Karena penyewaantadalah pemilikan manfaat
bukan pemilikan barang/benda. Perbedaan.hal ini jika antara
hewan tersebut diambil manfaatnya misalnya=sapi digunakan

untuk membaj ah,»maka’se wa semacamnya
hukumnya sah. a

ljarah adalah adalah “pemiilikan jasa dari seseorang
yang menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa
(musta’jir), serta pemilik harta dari pihak musta’jir oleh
seorang mua jjir.”® Dengan demikian ijarah merupakan

1% Gufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 77.

2 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
14,

2L \WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
PT. Balai Pustaka,1976), Cet X, 937.

22 Helmi Karim, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

2 Tagyuddin An-Nabhani, Membangun system ekonomi alternative
persepektif islam, (Surabaya: Risalah gustu, 1996 ), 83.



17

transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi
tertentu pula. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat). Atas suata barang atau jasa dalam waktu tertentu
melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa dikuti dengan
pemindahan atas barang itu sendiri.?*

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa ijarah
adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka
mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat
manusia dan sebagai barang yang dipindahkan seperti bekakas
rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisalnya dengan
istilah ijarah.”® Sedang menurut labib Mz yang di maksud
ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada
orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang
telah di sepakati bersama oleh orang yang menerima barang
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas
penggunaan manfaat barang-yang telah-di pergunakan dengan
beberapa syarat dan rukun tertentu.?®

Kelompok Hanafiah mengartikan ijarah dengan akad
yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu Bénda yang
di ganti dengan pémbayaraf dalam jumlah yang di sepakati.”’
Jumhur“Ulama Figih berpendapat bahawa ijar@h™ adalah
menjtral—manfaat dan yang _boleh—diSéwakan adalah
manfaat bendanya: Ol itu, mereka melarang
menyeMntuk dim;a, airnya, dan lain
lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan
bendanya.?® Berdasarkan definisi diatas, bahwa sewa
menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada
orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang

2+ Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiyaan ljarah,
(on-line), tersedia di tersedia di: https://Fatwa DSN-MUI/, no. 09/DSN-
MUI/1VV/2000.pdf di akses pada 7 Oktober 2021

% Muhammad Zuhaily, Figih Empat Mazhab Jilid 1V, (Jakarta: Gema Insani,
2010), 170.

% | abib Mz, Etika Bisnis Islam Dalam Islam, (Bintang Usaha Jaya, Surabaya
2006). 39.

Z Helmi Karim, Figih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

Ibid., 31
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telah di sepakati oleh orang yang menyewakan dan oleh orang
yang menerima. Dimana orang yang menerima barang itu
harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas penggunaan

manfaat atau benda tersebut, dengan rukun dan syarat syarat
tertentu.”

3. Dasar Hukum Sewa Menyewa
a. Al-Qur’an
1) Firman Allah SWT yang berbunyi:

5 ke Fus N6 Sy sk o

i

G 47 %

“Danjika kamu_ ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, Maka tidak ada 'dosa bagimu. apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut

bahwa Allah lz apa yang kamu
(QS. Al-Ba .

% Qomarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), 91.
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"Salah seorang dari kedua wanita itu
berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada
kita) ialah orang vyang kuat lagi dapat
dipercaya".Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka
aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya
Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang
baik.” (QS. Al-Qashash[28]: 26-27)

Firman Allah SWT

e

I T T R B e e
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“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana
kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah  kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka
(isteriisteri yang sudah ditalag) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
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menyusukan (anak itu) untuknya” (QS At-Thalaaq
[65]: 6)

b. Ijma’

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa,
semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa
diperbolehkan. “Tidak seorang wulama pun yang
membantah kesepakatan (/jma’) ini, sekalipun ada
beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat,
akan tetapi hal itu tidak signifikan.®

Dengan dua dasar hukum yaitu Al-Qur'an, dan
Ijma’ maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa
sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut
merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.
Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami
bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam,
karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada
keterbatasan dan kekurangan.®

4. Rukun Dan Syarat 3gwa-Menyewa
a. Rukun Sewa Mgnyewa
Menurut Jumhur Ulama rukun®sewa meényewa
(ljarah)-adalah-sebagai berikut:

1) Or erakad (Aqid
Dalam lah“h Islam orang yang

menyewakan disebut dengan mu'ajjir, sedangkan
orang yang menyewa disebut dengan musta'jir. Kedua
belah pihak yang melakukan akad merupakan orang
yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai
kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan
yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).*

% sayyid Sabig, Figh Sunnah Terjemahan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2013), 11.

3 1bid.

32 guhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
145.
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2) Adanya akad (ljab dan Qabul)

Akad berasal dari bahasa Arab (x~ll) yang berarti
perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam
Ensiklopedi Hukum Islam, ‘agad memiliki arti
perikatan, perjanjian dan pemufakatan (Al-Ittifaq).*

Menurut bahasa ‘Agad mempunyai beberapa arti,
antara lain:

a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali
dan mengikat salah satunya dengan yang lain
sehingga bersambung, kemudian keduanya
menjadi sebagai sepotong benda.**

b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang
kedua ujung itu dan mengikatnya.*®

¢) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan Wad.
Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh
seseorang  untuk melakukan sesuatu, baik
perbuatan.. maupun- ucapan. dalam rangka
memberikan keuntungan bagi pihakdain. Adapun
muwa 'adah adalah janji kedua belah pihak (saling
berjanji), untuk melakukan sesuatu /padaimsa yang
akan datang

ljab.dan gabul adalah-suatu-ungkapan antara dua
pihal Wa menyew ng atau benda. ljab
adamn penjm keluar dari salah
seorang yang berakad dengan  menggambarkan

kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata
yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab

33 Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Presfektif Fikih
dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, Jurnal Al-,Adalah Vol. XII, No. 4
Desember 2015. , (Online), tersedia di:
https://media.neliti.com/media/publication/58237-1D-akad-jual-beli-dalam-perspektif-
fikih-da.pdf, (10 September 2021)

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat),
(Jakartas:SRaja Grafindo Persada, 2003), 101.

Ibid.

% Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
37.


https://media.neliti.com/media/publication/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf
https://media.neliti.com/media/publication/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf
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untuk menerangkan persetujuannya.’’ Suatu akad dapat

dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya.

Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir

apabila terjadi fasakh (pembatalan). Fasakh terjadi dengan

sebab-sebab sebagai berikut:

a) fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak
dibenarkan syara’.

b) Dengan sebab adanya khiyar.

c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain
membatalkan karena menyesal atas akad yang baru
saja dilakukan.Fasakh dengan cara ini disebut dengan
igalah.

d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya
akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.

e) Karena habis waktu.

f) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.

g) Karena kematian:

h) Sewa atau imbalan (Ujrah).®

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat
barang tersebut disebut dengan ujrah. Pihak penygWa dan
pihak yang. menyewakan. “mengadakan< kesepakatan
mengenai, harga sewa dimana antara<keduanyadterjadi
penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat
terjadin ebagaimana nsaksi jual beli.

Tetapi&akad pmﬁat mengadakan

kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan

mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.*

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 257
untuk menyesuaikan suatu proses akad ijarah pihak-pihak
yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan

37 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114
% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 100.
% Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Figih Muamalah. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar. 2008), 121
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melakukan perbuatan hukum.*® Menurut Fatwa DSN NO

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ljarah:

1) Akad boleh dilakukan oleh orang maupun
dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum
maupun tidak berdadan hukum berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

2) Mujir, Musta jir dan Ajir wajib cakap hukum sesuai
dengan syarat dan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

3) Mu’jir wajib memiliki kewenangan untuk melakukan
akad ujrah baik kewenangan yang berupab ashiyyah
maupun niyabiyyah,

4) Mu’jir wajib wajib memiliki kemampuan untuk
menyarahkan manfaat,

5) Musta’jir .~ wajib  memiliki kemampuan  untuk
membayar ijarah.

6) ‘Ajir.wajib memiliki-kemampuan untuk menyerahkan
Jasa, atau melakukan kegitan hukum yang berkaitan
kepadanya

3) Obyek Sewa menyewan(Ma qud alaih)

Ma qud.alaih yaitubarang yang dijadikan obyek
sewa menyewa. Syarat-syarat barang yangfbeleh dan
sah dijadikan obyek sewa-menyewaradalah:*

itu.dapatdis
(b) O dapat an sesuai kegunaan.

(c) Obyek harus jelas dan terang mengenai hal yang
diperjanjikan.

(d) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah
yang dibolehkan oleh agama. Manfaat jasa
maupun upah disyaratkan diketahui jumlahnya

40 Andri soemitro, Hukum ekonomi syariah dan figih muamalah (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2019), 118

41 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat),
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.
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oleh kedua belah pihak baik dalam sewa
menyewa maupun upah mengupah®

b. Syarat Sewa-Menyewa

Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pelaku sewa menyewa harus berakal

Kedua belah pihak dalam melakukan akad
haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak
kecil atau orang gila yang belum mumayyis.”® Secara
umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak
yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah
memiliki kecakapan bertindak yang sempurna,
sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum.*
Ridho kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad
haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh
kerelaan. Dalam konteks ini° akad sewa.menyewa
tidak boleh dilakukan salah satu pihak, kedua-duanya
atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itufdatang
nya dari. pihak pihak fyang, berakad atau dari pihak
lainy® 4
Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya

yang disewad diketahui mutu

dan kea demi uga mengenai jangka
waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih.
Pernyataan  ini  dikemukakan oleh  fuqoha
berlandaskan kepada mashlahah, karena tidak sedikit
terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.*®

Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi

2 Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2016), 10.
“® Ibid., 231

* Helmi Karim, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

* pid., 32.

4 M. Hashi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, Cet. 1, (Semarang:
PustakaRizki Putra, 1997), 91.
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Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah
sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas),
bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang
gharar, maka objek yang menjadi transaksi diserah
terimakan berikut dengan manfaatnya.
5) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal
Islam tidak membenarkan sewa menyewa
atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan
yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa
rumah untuk perbuatan maksiat.
6) Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas
Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah
dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak
mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah
berlaku.*’

5. Macam-Macam Sewa-Menyewa
Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan
memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi
objeknya, akad ijarah menurut Ulama Figh terbagi®menjadi
dua macam:

a. ljarah, ‘ain atau sewa menyewa yang bersifat manfaat,
yaitu— menyewa dengan memanfaatkah™ benda yang
keli dapat _dira: hnya adalah sewa
merm toko, k(mmn, dan perhiasan.
Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang
diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka jumhur
ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa
menyewa.*®

b. ljarah immah atau sewa menyewa yang bersifat
pekerjaan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan
dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan
suatu pekerjaan.”* Sewa menyewa seperti ini hukumnya

4" sayyid Sabig, Figh Sunnah Terjemahan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2013), 19-20.

“8 bid.,

4 Al-Ustadz Idris Ahmad, Figh Syafi ‘iyyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), 83.
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boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan
lain-lain.

Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat
pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah
tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa menyewa
yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok
orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang
banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang
jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini
hukumnya diperbolehkan.®® Akad ini dalam Madzhab
Syafi’i hampir sama dengan akad pesanan (salam), yang
harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau
ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad
pesanan.”!

6. Hikmah Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari

Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia
mempunyai kebutuhan, berupa sandang, pangan,/dan®papan.
Kebutuhan-kebutuhafi . primer [ tersebut “akan _terus melekat
selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun
dapat memenuhi_kebutuhannya sendiri. Sebab™itulah Islam
mengatur polami ksi (bermua gan sesamanya.
Diantara S(Mn dasarmaah tetap, tidak
dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi
dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki
benda tersebut.*

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan

dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam
membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi

% Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Figih Muamalah,

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.), 231.

5% Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan

Hikmah (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), 57.

52 M. Hashi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, Cet. 1, (Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1997), 427.
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salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan

pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas. Adapun

hikmah dari sewa-menyewa antaralain sebagai berikut:

a. Dengan  adanya  sewa-menyewa maka  dapat
melaksanakan kegiatan muamalah.

b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu
memenuhi kebutuhan orang lain.

c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengarahkan
golongan berada (ekonomi menengah ke atas) prihatin
terhadap mereka yang memerlukan.

Melahirkan masyarakat yang tolong-menolong.

e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat
menerima faedah daripada barang yang disewakan.

f.  Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.

g. Menghindari sifat barang yang mubazir.*®

Tidak dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan
sehari-sehari apabila sewa-menyewa ini-tidak dibolehkan oleh
hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-
menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang jelas
dan dianjurkan kepada setiap.erang dalam rangka /éncukupi
kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan
sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang télah diatur
dalamesyariat Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu

7. Bekahirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan
perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah
satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali
bila didapati hal-hal yang mengakibatkan atau yang
mewajibkankan fasakh.”® ljarah akan menjadi (fasakh) batal
apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan

53 |bid.,

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah Terjemahan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2013), 20.

% Sohari Sahari, Figih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 173.



28

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi
objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika
sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana
kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa
sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai
dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam
hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan
pembatalan.

b. Rusaknya barang yang di sewa

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian
sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama
sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai
dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya
rumah yang menjadi obyek sewa> dan demikian juga jika
hewan yang menjadi obyek sewa mati maka akan berakhir
masa sewanya.”’

c. Salah satu pihak meningal dunia

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana telah
dibahas dalam sifat akad di atas, hal tersebut dapat
membatalkan akags, Sedangkan menurut mayoritasfulama
tidak.menyebabakan batalnya akad.

d.» Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya jika apa yang menjadi“tujuan sewa
menye tercapai <ata erjanjian sewa
menyemmir seﬁketentuan yang
disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa
berakhir.®® Namun jika terdapat uzur yang mencegah
fasakh, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian
telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap
berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam,
sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk
mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu

% |bid., 158.

5 R. Abdul Djamali, Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam, (Bandung:
Mandar Maju, 1992), 155.

%8 Gufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 101.



29

dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.** Namun
apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik
penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu
kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa
habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli
warisnya.®
Adanya uzur

Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan
sehingga  perjanjian  tidak  mungkin  terlaksana
sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa
toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya
musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum
toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat
membatalkan perjanjian sewa menyewa Yyang telah
diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.®

Sewa-menyewa sebagai akad.akan berakhir sesuai
kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu
sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk
menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-
barang tertentupseperti rumah, hewan dan barafig lainnya
karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya Kalau
terjadi.kehancuran.® " 4

B. Akad Dala

1. Pengertian Am ‘

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti

diantaranya adalah ‘aqdu yang berarti mengikat dan ‘ahdu
yang berarti janji.®® Kata akad berasal dari bahasa arab al- ‘agd
bantuk jamaknya adalah al-‘ugiid yang mempunyai arti

% Ibid.,

8 D, Sirrojuddin Ar, Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2003), 663.

81 A. Kumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indoneisa, (Bandar Lampung:
Pematanet, 2016) 185.

62 |hid.

8 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung,

1989), 274.
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perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.®* Hasbi
Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-
Sanhury, akad ialah perikatan ijab gabul yang di benarkan
syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula
yang mendefinisikan, ikatan, pengokohan dan penegasan dari
satu pihak atau kedua belah pihak.®

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan
sebagai berikut: akad adalah pertalian antara ijab dan gabul
yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum
terhadap obyeknya. ljab dalam definisi akad adalah ungkapan
atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh
satu pihak. Sedang gabul adalah pernyataan atau ungkapan
yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya
dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui
pernyataan ijab.%

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad Sebagaimana firman
allah SWT di dalam Al-Qur’an:

S i & AR
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad
itu.. Q.S al-Ma’idah[5]:1)

AMmeneranP para mukmin
diwajibkan untuk nyempurnakan perjanjian-perjanjian

Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-
ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan
penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagia yang lain
berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam.®’

15.

64 Qomarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), 25.
8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010),

% Gufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 76-77.

87 Syakir, Syaikh Ahmad. Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta:

Darus Sunnah, Jilid: 111, 2004) 115.
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3. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun akad

Dalam pengertian para fugaha’ rukun adalah asas,

sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah
(apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan)
suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam
pekerjan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan
suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau
lebih berdasarkan keikhlasan masing-masing, maka
timbul bagi kedua belah pihak hak dank kewajiban yang
diwujudkan oleh akad.®® Rukun-rukun akad ialah sebagai
berikut:

1) Agid ialah orang yang berakad yaitu penyewa jasa
(Penyewa) dan penyedia jasa (Pemilik Abbel Tenda
Wedding Organiozer).

2) Ma'qid ‘alaih yaitu setiap sesuatu yang menjadi
obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian.

a) Objek akad harus/ jelas sehingga tidak
menimbulkan kesamaran ‘dan’ penipuan serta
perselisihan di kemudian hari, baik ri€ian, sifat,
bentuk maupun‘kualitasnya.

b) Objek akad hal yang diperbelehkan.

Objek akad harus ada ketika™ akad sedang

sung, atadl a t.
d O ad dimi uh oleh pemiliknya.®

3) Mawdu‘ al-‘agd adalah tujuan atau maksud
mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah
tujuan pokok akad. Manfaat ialah tujuan atau maksud
pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem
pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong
menolong memberikan dan menggunakan suatu
manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai
imbalan.

% Nur Huda, Figh Muamalah (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 110.
% Ibid. 110.
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4) Sighat al-‘aqd yang terdiri dari ijab dan gabul. ljab
adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan oleh
salah satu dari pihak yang akan melakukan akad,
sedangkan gabul adalah pernyataan pihak kedua
untuk menerimanya.”

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung
sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat
sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad
merupakan syarat yang melekat pada unsurunsur
pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara’
yang wajib disempurnakan.” Adapun syarat terbentuknya
akad sebagai berikut yaitu:

1) Sighat (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuain
ijab dan gabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.

2) Berbilangnya para pihak

3) Berakal

4). Objek akad dapat diserahkan

5) Objek akad ditentukan

6) Objek dapat menerima hukum akad.”

Adapun /syarat-syaratakad yang bersifat umum
ataupun-khusus: g
1) “Kedua orang yang melakukan akad-eakap bertindak

(ahlj i sah akad g tidak cakap
bertin%\i orangmyang berada di
bawah pengampunan.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima
hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang
yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia
bukan agid yang memiliki barang.

4) akad itu akad yang dilarang oleh syara’.

™ Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

47.

™ Mohammad Nadzir, Figh Muamalah Klasik (Semarang: Karya Abadi Jaya,

2015), 34

2 Qomarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), 32-33
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5) Akad dapat memberikan faedah.

6) ljab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi
gabul. Maka apabila orang yang berijab menarik
kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah
ijabnya.”

4, Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu

dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari
keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu
sebagai berikut’*:

a.

Akad Shahih Akad shahih adalah akad yang telah
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari
akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum
yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak
yang. berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih
menjadi 2 macam, yaitu:

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah
akad yang dilangsungkan dengan /memenuhi rukun
dan syaratpya .dan didak ada penghalafg untuk
melaksanakannya.

2) “Akad mawqguf adalah akad yang«dilakukanfseseorang
yang cakap bertindak hukum, tetapi=ia tidak memiliki

untuk mela dan melaksanakan
Merti akaMsungkan oleh anak
kecil yang mumayyiz.”

Akad Tidak Shahih, akad yang tidak Shahih adalah akad

yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-

syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak
berlaku dan tidak mengikat pihakpihak yang berakad.

8 1hid.,

™ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Ul Press,

1982), 65.

® Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat,( Jakarta :Amzah, 2010),

20.
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Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan

malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:"

1) Akad Barhil, adalah yang tidak memenuhi salah satu
rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’.
Misalnya, objek akad itu tidak jelas. Atau terdapat
unsur tipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak
cakap bertindak hukum.

2) Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya
disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut
tidak jelas. Ulama figh menyatakan bahwa akad Barhil
dan akad fasid mengandung esensi yaitu tidak sah dan
akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Asas-Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, vyaitu asas
kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kedailan,
asas kerelaan;.asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.
Namun ada asas yang utama yang mendasari setiaperbuatan
manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah
atau asas tauhid. Asaspilahiyah (ketuhanan) bertitik tolak dari
Allah“swt, dan menggunakan' sarana yang tidak lepas dari
Syariat Allah,swt serta bertujuan akhir untukéAllah sy
a. Asasitahiyah Kegiatan tidak akan pernah=tepas dari nilai-

nilai (ketauhida usia  memiliki
tanggu%am hal”nggulng jawab pada
masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua,
tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab
kepada Allah swt. Akibatnya manusia tidak akan berbuat
sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan
mendapatkan balasan dari Allah swt. Ketika manusia
hendak bermuamalah (membeli, dan menjual, menyimpan
dan meminjam, atau menginvestasikan uang), dia selalu
berdiri dibatas-batas yang telah ditetapkan Allah. la tidak
memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi,

76 H
Ibid.,
" AM Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana, Prenada Media, 2004), 125-126.
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mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. la
menjahui  daerah yang diharamkan Allah, dan
meninggalkan daerah syuhbat. Asas ilahiah, menurut
Izzan dan Syahri Tanjung di bagi kepada dua bagian,
yakni Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Tauhid
Uluhiyah vyaitu keyakinan atas keesaan Allah dan
kesadaran bahwa seluruh yang ada dibumi dan dilangit
adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid rububiyah adalah
keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk
segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan
membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya
kearah keberhasilan.™

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah) Suatu
perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi
bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.
Seperti. yang tercantum-dalam Al--Qur’an QS. An-Nahl
(16): 71:

T . - 2 - oL gz
v . Ll 4. K .,}w/
= z

“Dan-Allahsmelebihkan sebahagiankamu dari
sebagian yang lain dalam hal rezeki,” (Q.SAR-Nahl
[16]: 71):

unjukkan, ra sesama manusia
masing masing memili elebihan dan kekurangan.
Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain
hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain
dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap
manusia memiliki kesempatan yang sama untuk
melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan
ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini.
Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam
perikatan tersebut.

c. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiq)

® Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan
Sosial Politik di Indonesia, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), 238.
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Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh
manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam
pelaksanaan muamalah. Jika Kkejujuran ini tidak
diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas
perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini
tidak diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan
perselisihan diantara para pihak. Dalam Al-Qur’an QS. al-
Ahzab (33): 70

~ L F s 88 oo, S0, g PR £
12 1l N33 150 335 QT 1,851 1,505 T Gl

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”
(QS. Al-Ahzab (33): 70).

Perbuatan - muamalah dapat dikatakan benar
apabila« memiliki manfaat bagi para pihak yang
melakukan.perikatan. dan juga .bagi mayarakat dan
lingkungannya.. Adapun perbuatan-perbuatan<muamalat
yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.”®, 4

Menurut Hukum Ekenomi Syariah, bahwa akad
dilakukan berdasarkan asas sebagai-berikut:

a. Ikhtiyari (sukarela) setiap akad atas kehendak™ para
piahak danwharus terhindar-dari Keterpaksaan atau

teWh satu pw
b. Amanah epati © janjf), setiap akad wajib

melaksanakan kesepakatannya atau tidak ingkar janji.

c. Ikhtiyati (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan
dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan
dengan cara yang tepat.

d. Taswiyah (kesetaran), para piahk memiliki
kedududkan yang setara yang mempunyai kewajiban
dan hak yang seimbang.

e. Taisir (kemudahan), setiap akad harus memberi suatu
kemudahan  terhadap  masing-masing  pihak.
Sebagaimana firman Allah SWT,

" Ibid.,
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R ey 8 5 2 e 8T 2

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki  kesukaran  bagimu”.  (QS.  Al-

Bagarah[2]:185)

Saling menguntungkan, setiap tranaksi harus
memenuhi kepentingan para pihak dan mencegah dari
plastik manipulasi ataumerugikan salah satu pihak.
Ikntikad yang baik, akad dilakukan untuk
menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung
unsur jebakan.

Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum,
tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.®

NS

103.

8 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syai'ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
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